WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
WALI KOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR L{E, TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil

Negara vang handal, profesional dan bermoral sebagai
penyvelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip
pemerintahan yang Dbaik, perlu melaksanakan
penegakan disiplin;

. bahwa penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di

lingkungan Pemerintahan Daerah harus dilakukan
untuk mendorong Pegawai Negeri Sipil agar lebih
produktif;

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawal Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja maka Peraturan Wali Kota Nomor 36
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Kota Kendari, perlu diganti kerena sudah
tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum saat
1ni;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c periu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara
Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Kendari;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 36020);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



10.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477},

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang
Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6705);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 18);
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 384,

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 ,
sebagaimana telah diubah beberapa reakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah
Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 47)



MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN WALI KOTA KENDARI TENTANG TATA CARA
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penvelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Kendari.

. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penvelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disebut

Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh
Pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnyva dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan

7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, vang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

8. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan PNS dan
PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan.

9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan,
atau perbuatan PNS atau PPPK yang tidak menaati
kewajiban dan/atau melanggar larangan Kketentuan
Disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam
maupun di luar jam kerja.

10, Hukuman Digiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
oleh pejabat vang berwenang menghukum kepada PNS
atau PPPK karena melanggar peraturan Disiplin
Pegawai ASN.
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13.

14.

13.

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian
sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak
puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
Keberatan adalah Upaya Administratif vang ditempuh
oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan
PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain
pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK
dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai
ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang
ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap
Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS
atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai
FPPK.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi
unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah di bidang kepegawaian, dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.

BAB II
DISIPLIN PNS

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan PNS

Pasal 2

Setiap PNS wajib:

a.

M

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
melaksanakan kebijakan yvang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang herwenang;

. menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang,
baik di dalam maupun di luar kedinasan;

menyimpan rahasia jabatan dan Thanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS;
menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan;
mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;



melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
keamanan negara atau merugikan keuangan negara;

. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja:
. menggunakan dan memelihara barang milik negara

dengan sebaik-baiknya

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang;

memberikan kesempatan kepada bawahan unfuk
mengembangkan kompetensi; dan

menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap PNS dilarang :

a.
b.

a0
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menyalahgunakan wewenang,

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik
kepentingan dengan jabatan;

menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lamn;
bekerja pada lembaga atau organisasi internasional
tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan
oleh PPK;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak
atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga
milik negara secara tidak sah;

melakukan pungutan di luar ketentuan;

melakukan kegiatan yang merugikan negara;

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
menghalangi berjalannya tugas kedinasan

menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan
dan/atau pekerjaan;

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

.melalukan tindakan atan tidak melakukan suatu

tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi
yvang dilayani; dan

. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil

presiden, calon kepala daerah/wakil kepala, calon

anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan

perwakilan daerah, atau calon anggota dewan

perwakilan rakyat daerah dengan cara :

1. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan
atribut partai atau atribut PNS;

3. sebagal peserta kampanye dengan mengerahkan
PNS lain;

4. sebagal peserta kampanye dengan menggunakan
fasilitas negara;

5. membuat keputusan dan/atau tindakan vang



menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye;

6. mengadakan kegiatan vang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanva,
anggota keluarga, dan masyarakat; dan atau

7. memberikan surat dukungan disertai foto kopi
kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda
penduduk.

Pasal 4

PNS wyang tidak menaati ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 danfatau Pasal 3 dijatuhi
Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman PNS

Pasal 5

(1) Tingkat Hukuman Disiplin PNS terdiri atas:
a. hukuman Disiplin ringan
b. hukuman Disiplin sedang; dan
c. hukuman Disiplin berat.
(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf a terdiri atas :
a. teguran lisan
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman  Disiplin sedang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar
25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan
b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar
25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan)
bulan; atau
c. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar
25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas)
bulan.
(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas :
a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
12 (dua belas) bulan;
b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS.



Pasal 6

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban :

.

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh

pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat

Daerah;

menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada

Perangkat Daerah;

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh

pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung

jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada

Perangkat Daerah;

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam

sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap

orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f

apabila pelanggaran berdampak negatif pada

Perangkat Daerah; dan

menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat

mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat

Daerah.

mengutamakan  kepentingan negara daripada

kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada

Perangkat Daerah;

Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam Kkerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, yang

berdampak pada Perangkat Daerah berupa :

1. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja
tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 3
(tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

2. teguran tertulis bagi PNS yvang tidak Masuk Kerja
tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 4
(empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam
1 [satu) tahun; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS
yvang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah
secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan
10 {sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

. menggunakan dan memelihara barang milik Negara/

Daerah  dengan  sebaik-baiknya  sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat
Daerah; dan

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud
dalamm Pasal 2 huruf o, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

Pasal 7

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban :

d.

menjaga  persatuan dan  kesatuan  bangsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Perangkat Daerah dan/ atau Pemerintah Kota
Kendari;

melaksanakan kebijakan vyang ditetapkan oleh
pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah
Kota Kendari;

menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Pemerintah Kota Kendari,

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Pemerintah Kota Kendari;

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam
sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap
orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Pemerintah Kota Kendari; dan

menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah
Kota Kendari.

menghadiri dan mengucapkan sumpah /janji Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf h, apabila pelanggaran dilakukan tanpa Alasan
Yang Sah;

menghadiri dan mengucapkan sumpah /janji jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i,
apabila pelanggaran dilakukan tanpa Alasan Yang
Sah:



i. mengutamakan kepentingan negara dari pada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi
yvang bersangkutan:

j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
keamanan Negara/Daerah atau merugikan keuangan
Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada Pemerintah Kota Kendari;

k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan Peraturan
Perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf | yvang dilakukan pejabat administrator
dan pejabat fungsional;

. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m
berupa :

1. pemotangan tamhbahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak
Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara
kumulatif selama 1 1 (sebelas) sampai dengan 13
(tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9
(sembilan) bulan bagi Pegawai Negen Sipil yang
tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara
kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan
16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
dan

3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12
{dua belas) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil vang
tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara
kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan
20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

m. menggunakan dan memelihara barang milik Negara/
Daerah  dengan  sebaik-baiknya  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah
Kota Kendari; dan

n. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf o, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Pemerintah Kota Kendari.

Pasal 8

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran



terhadap kewajiban :

d.

h.

setia dan taat sepenuhnva Kkepada Pancasila,
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Kendari,
dan/ atau Negara,

menjaga  persatuan dan  kesatuan  bangsa
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
apabila pelanggaran berdampak negafif pada negara;
melaksanakan kebijakan vyang ditetapkan oleh
pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada negara;

menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
menunjukkan integritas dan keteladanan dalam
sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap
orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
dan

menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada negara.
mengutamakan  kepentingan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j,
apabila pelanggaran berdampak negartif pada negara
dan/ atau Pemerintah Kota Kendari.

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
keamanan Negara/Daerah atau merugikan keuangan
Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam 2
huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Negara dan/ atau Pemerintah Kota Kendari.
melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan Peraturan
Perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf 1 yang dilakukan pejabat pimpinan
tinggi dan pejabat lainnya;

Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m
berupa :



1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
12 (dua belas) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil
vang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah
secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu)
sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja
dalam 1 (satu) tahun,

2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi
Pegawai Negeri Sipil vang tidak Masuk Kerja
tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama
25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua
puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun

3. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja
tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama
28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih
dalam 1 {satu) tahun; dan

4. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
bagi Pegawai Negeri Sipil yvang tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yang sah secara terus menerus
selama 10 (sepuluh) hari kerja.

menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan

dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q.

Passl 9

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a dijatubkan bagi Pegawai Negeri
Sipil vang melanggar ketentuan larangan :

B

mermiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat
berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat
Daerah;

. melakukan kegiatan yang merugikan Negara/ Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Perangkat Daerah;

. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruaf i, apabila
pelanggaran berdampak mnegatif pada Perangkat
Daerah; dan

. menghalangi berjalannya tugas kedinasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat
Daerah.



Pasal 10

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai Negeri
Sipil yang melanggar ketentuan larangan :

a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat
berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan

b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/ atau
instansi yang bersangkutan;

c. melakukan kegiatan yang merugikan Negara/ Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi
yang bersangkutan;

d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;

e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan kerugian bagi vang
dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
m, apabila pelanggaran berdampak ncgatif pada
instansi yang bersangkutan;

f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan; dan

g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon
angpgota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan
atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n angka
2.

Pasal 11

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai Negeri

Sipil yang melanggar ketentuan larangan :

a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a;

b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan



kewenangan orang lain yang diduga terjadi benturan
kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b;
. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/
atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin
atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ dan hurut d;
. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing Kkecuali
ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufl e;
. memilild, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat
berharga milik Negara/ Daerah secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/
atau Pemerintah Kota Kendari;
melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Negara dan/ atau Pemerintah
Daerah Kota Kendari;
. menerima hadiah vang berhubungan dengan jabatan
dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf k;
. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I;
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
Presiden calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon
anggota Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n angka
3sampai dengan angka 7 dengan cara:

1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan
Pegawai Negeri Sipil lain;

2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan
fasilitas negara;

3. membuat keputusan dan/ atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye;

4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan
Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan
masyarakat; dan/ atau

5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu



tanda penduduk atau surat keterangan tanda
penduduk.

Pasal 12

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan
menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf m dihitung secara kumulatif
sampai dengan akhir tahun berjalan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja dan tidak
menaati ketentuan jam kerja tanpa Alasan Yang Sah
secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k angka
4 diberhentikan pembayaran gajinyva sejak bulan
berikutnya.

Bagian Ketiga
Pejabal Yang Berwenang Menghukum
Pelanggaran Disiplin PNS

Pasal 13

(1) Pejabat yang berwenang menghukum pelanggar disiplin
PNS, terdiri atas:
a. Wali Kota;
b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
c. pejabat administrator; dan
d. pejabat pengawas.
(2) Wali Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin
bagi PNS yang menduduki jabatan :
a. pimpinan tinggi pratama untuk jenis hukuman :
1.teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3.pernyataan tidak puas secara tertulis;
4.pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan;
5.pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9
(sembilan) bulan;
6.pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12
(dua belas) bulan;
7.penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
12 (dua belas) bulan;
8.pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
9.pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS;
b. administrator ke bawah untuk jenis hukuman :
1.pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan;
2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9



.

(sembilan) bulan;

3.pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12
(dua belas] bulan;

4. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
12 (dua belas) bulan;

5.pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

6.pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS;

fungsional untuk jenis hukuman:

1.Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
12 (dua berlas).

2.pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

3.pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS.

3) Pejabat  pimpinan tinggi pratama, menetapkan
penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang
menduduki jabatan:

da.

(4)

administrator di lingkungannya untuk jenis

hukuman:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis,

pengawas di lingkungannya untuk jenis hukuman:

1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan;

2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9
(sermmbilan) bulan;

3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12
(dua belas) bulan;

fungsional di lingkungannyva untuk jenis hukuman:

teguran lisan;

teguran tertulis;

pernyataan tidak puas secara tertulis

pemotongan tambahan penghasilan pegawai

sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6

(enam) bulan;

5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9
(sembilan) bulan;

6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12
(dua belas) bulan.

Pejabat administrator menetapkan penjatuhan

Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki

jabatan:

a. pengawas di lingkungannya untuk jenis
hukuman:

1. teguran lisan
2. teguran tertulis;
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
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b. pelaksana di lingkungannya untuk jenis
hukuman :

1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
6 (enam) bulan;

2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen} selama
9 (sembilan) bulan;

3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
12 (dua belas) bulan.

c. fungsional di lingkungannya untuk jenis
hukuman:

teguran lisan;

teguran tertulis;

pernyataan tidak puas secara;

. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sehesar 25% (dua puluh lima persen) selama
6 {enam) bulan;

5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
9 (sembilan) bulan

6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
12 (dua belas) bulan.

(5) Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), koordinator
dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS
yang menduduki jabatan :

a. Pengawas di lingkungannyva untuk jenis
hukuman:
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pernyataan tidak puas secara.
b, pelaksana di lingkungannya untuk jenis
hukuman :
1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
6 (enam) bulan:
2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen| selama
9 (sembilan) bulan;
3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen] selama
12 (dua belas) bulan.
c. fungsional di lingkungannya untuk jenis
hukuman :

teguran lisan;

teguran tertulis;

pernyataan tidak puas secara tertulis;

pemotongan tambahan penghasilan pegawal

sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama

6 (enam) bulan;

5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
9 (sembilan) bulan;
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6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama

12 {dua belas) bulan.
(6) Pejabat pengawas atau pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi

PNS yang menduduki jabatan :
a. pelaksana di lingkungannya untuk jenis
hukuman :

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. fungsional di lingkungannya untuk jenis
hukuman:
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(7) Dalam hal tidak terdapat pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (6],
subkoordinator dapat menjatuhkan Hukuman
Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

a. pelaksana di lingkungannya untuk jenis
hukuman :
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. fungsional di lingkungannya untuk jenis
hukuman:
1, teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

BAB IIT
DISIPLIN PPPK

Bagian kesatu
Kewajiban dan Larangan PPPK

Pasal 14

Setiap PPPK wajib :

a.

o g

L

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
pemerintah;

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan cleh pejabat
pemerintah yang berwenang,

menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang,
baik di dalam maupun di luar kedinasan;

menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan;

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan
PPPK,;

mengutamakan  kepentingan negara  daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

menggunakan dan memelihara barang milik negara
dengan sebaik- baiknya;

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan kompetensi; dan

menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap PPPK dilarang:

a.
b,

Nle

e

E!—'

menyalahgunakan wewenang;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain vang diduga terjadi konflik
kepentingan dengan jabatan

menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
bekerja pada lembaga atau organisasi internasional
tanpa izin atau tanpa ditugaskan cleh PPK;

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya ~ masyarakat asing kecuali
ditugaskan oleh PPK;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang baik
bergerak alau tidak bergerak, dokumen atau surat
berharga milik negara secara tidak sah;

melakukan pungutan di luar ketentuan;

melakukan kegiatan yang merugikan negara;
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan,
menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

menerima hadiah vang berhubungan dengan jabatan
dan/ atau pekerjaan;

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

. melakukan melakukan tindakan atau tidak

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
kerugian bagi yang dilayani; dan

memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil
presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah,
calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota
dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan
perwakilan rakyatl daerah dengan cara:
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. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan
atribut partai atau atribut Pegawai ASN;

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan
Pegawai ASN lain;

4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan
fasilitas negara;

5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye,;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
dan fatau

7. memberikan surat dukungan disertai foto kopi

kartu tanda penduduk atau surat keterangan

tanda penduduk.

Pasal 16

(1} PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 15 dijatuhi
Hukuman Disiplin.

(2) Kewajiban dan Larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dan Pasal 15, tercantum dalam
perjanjian kerja.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman PPPK

Pasal 17

(1) Tingkat Hukuman Disiplin PPPK terdiri atas :
a. Hukuman Disiplin ringan
b. Hukuman Disiplin sedang,dan
¢. Hukuman Disiplin berat.
(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdin atas :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;, dan
¢. pernvataan tidak puas secara tertulis
(3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b terdiri atas:
a. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) bulan;
b. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih
rendah selama 6 (enam) bulan;
c. penurunan golongan gaji 1 (satu] tingkat lebih
rendah selama 9 (sembilan) bulan;
(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaiana dimaksud



pada ayat (1) huruf c yaitu pemutusan hubungan
perjanjian kerja tidak atas permintaan sendiri.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menghukum
Pelanggaran Disiplin PPPK

Pasal 18

(1) Pejabat yang berwenang menghukum pelanggar disiplin

PNS, terdin atas:

a. Wali Kota;

b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
c. pejabat administrator; dan

d. pejabat pengawas.

(2) Wali Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin
bagi PPPK untuk jenis hukuman berupa pemutusan
hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri.

(3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan
penjatuhan Hukuman Disiplin  bagi PPPK di
lingkungannya untuk jenis hukuman :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pernyataan tidak puas secara tertulis

d. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) bulan;

e, penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih

rendah selama 6 (enam) bulan;
f. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih
rendah selama 9 (sembilan) bulan.

Bagian Keempat
Pelanggaran atas Kewajiban

Pasal 19

(1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dijatuhkan bag
pelanggaran terhadap kewajiban:

a. Pasal 14 huruf ¢ sampai dengan huruf h, huruf j,
dan huruf I, huruf n, dan huruf o yang berdampak
negatif pada perangkat daerah; dan

b. Pasal 14 huruf m

(2) Pelanggaran terhadap  kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. PPPK vang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif dalam waktu 3 (tiga) hari kerja,
dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran
lisan;

b. PPPK vang tidak masuk kerja tanpa alasan vang sah
secara kumulatif dalam waktu 4 (empat] sampai
dengan 6 (enam) hari kerja tidak berturut-turut,
maka dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa
teguran tertulis; dan

c. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah



secara kumulatif dalam waktu 7 (tujuh] sampai
dengan 10 (sepuluh) hari kerja tidak berturut-turut,
dijatuhi Hukuman  Disiplin ringan berupa
pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayvat (1) huruf b dijjatuhkan bagi

pel
a.

b.

c.
d.

€,
(4) Pel

anggaran terhadap kewajiban :

Pasal 14 huruf b, yang berdampak negatif pada
Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
Pasal 14 huruf ¢ sampai dengan huruf h, huruf j
dan huruf k, huruf n, dan huruf o, vang berdampak
negatil pada Pemerintah Daerah;

Pasal 14 huruf i tanpa alasan yang sah;

Pasal 14 huruf ], dan

Pasal 14 huruf m.

anggaran terhadap kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :

a.

PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif dalam waktu 11 (sebelas] sampai
dengan 13 (tiga belas) hari kerja, diyatuhi Hukuman
Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 (satu) tahun; dan

b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif dalam waktu 14 (empat belas)
sampai dengan 16 (enam belas] hari kerja, dijatuhi
Hukuman Disiplin sedang berupa penurunan
golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun.

(5) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf ¢ dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban:

a. Pasal 14 huruf a yang berdampak negatif pada

b.
C.
d.

[ =
(6) Pel

Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan/atau
negara;

Pasal 14 huruf b sampai dengan huruf h yang
berdampak negatif pada negara ;

Pasal 14 huruf j dan huruf k yang berdampak pada
negara dan/atau pemerintah;

Pasal 14 huruf m; dan

Pasal 14 huruf p.

anggaran  terhadap  kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi :

a.

PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif dalam waktu 28 (dua puluh
delapan) hari kerja atau lebih; dan

PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yvang sah
secara terus menerus dalam waktu 10 (sepuluh)
hari kerja atau lebih, dijatuhi Hukuman Disiplin
berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

(7) Ketentuan Hukuman Disiplin atas pelanggaran
terhadap kewajiban Pasal 14 huruf m sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (6)
diperhitungkan dalam 1 (satu) tahun berjalan.



Bagian Kelima
Pelanggaran atas Larangan

Pasal 20

(1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi
pelanggaran terhadap larangan Pasal 15 huruf f, dan
huruf h sampai dengan huruf j, yang berdampak
negatif pada Perangkat Daerah.

(2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi
pelanggaran terhadap larangan :

a. Pasal 15 huruf f, yang berdampak negatil pada
Pemerintah Daerah;

b. Pasal 15 huruf g, yang berdampak negatif pada
Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;

c. Pasal 15 huruf h sampai dengan huruf j, vang
berdampak negatifl pada Pemerintah Daerah;

d. Pasal 15 huruf m, yang berdampak negatif pada
Pemerintah Daerah; dan

e. Pasal 15 hurufn angka 1 dan 2.

(3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf ¢ dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap larangan :

a. Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf e;

b, Pasal 15 huruf f dan huruf g, vang berdampak pada
negara dan/atau pemerintah;

c. Pasal 15 huruf k dan huruf I; dan

d. Pasal 15 huruf n angka 3 sampai dengan angka 7.

BADR 1V
HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI ASN
Pasal 21

(1) Hari kerja bagi Pegawai ASN ditetapkan sebagai berikut:
a. jumlah hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5
(lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan hari
Jum'at; dan
b. upacara Hari Kesadaran Nasional pelaksanaannya
digabung dengan Upacara Peringatan Hari Besar
lainnya pada setiap tanggal 17 atau disesuaikan
dengan tanggal Hari Besar Nasional.

(2) Dalam hal tanggal 17 atau tanggal Hari Besar Nasional
jatuh pada hari libur, maka pelaksanaan upacara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat
dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.



Pasal 22

(1) Jam kerja bagi Pegawai ASN dalam 1 (satu) harn
sebanyak 7 jam 30 menit
(2) Jam kerja bagi Pegawai ASN dalam 1 (satu] minggu
sebanyak 37 jam 30 menit dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. hari senin sampai dengan kamis mulai pukul 07.30
- 16.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul
12.00 - 13.00 WIB; dan
b. hari Jum'at mulai pukul 07.30 - 16.30 WIB dengan
waktu istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB

Pasal 23

(1) Perangkat Daerah dan/atau unit kerja vang memiliki
tugas spesifik/ kekhususan, karakteristik dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar
ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (2),
dapat menetapkan hari kerja dan jam kerja tersendiri.

(2) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris
daerah.

Pasal 24

Setiap Pegawai ASN wajib menaati ketentuan har kerja
dan jam kerja dengan melakukan pencatatan kehadiran
setiap hari kerja melalui absensi online.

Pasal 25

(1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan
yvang sah dijatuhi hukuman disiplin.

(2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan
keterangan vang sah tidak dijatuhi hukuman disiplin

(3) Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] yaitu sebagai
berikut:
a. dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas;
b. cuti yang dibuktikan dengan surat izin cuti; dan
c. tugas belajar yvang dibuktikan dengan keputusan

tugas belajar.

Pasal 26

(1) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang
lebih cepat dari jam kerja tanpa persetujuan atasan
dan terakumulasi menjadi 7 jam 30 menit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diperhitungkan tidak
masuk kerja selama 1 (satu) hari tanpa keterangan
yvang sah

(2) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang
lebih cepat dari jam kerja tanpa persetujuan atasan
dan terakumulasi sesuai dengan hari kerja dan jam



kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
diperhitungkan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari
tanpa keterangan yang sah.

(3] Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2] diperhitungkan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN,
DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

(1) Pejabat  yang  berwenang  menghukum  wajib
menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada pegawai ASN
yang melakukan pelanggaran disiplin

(2) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum
scbagaimana dimaksud pada ayat (1} tidak
menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN
yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut
dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya

(3) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai dengan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai ASN,
maka pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi
Hukuman Disiplin yang lebih berat.

(4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada avat
(2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses
pemeriksaan.

(5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga
menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap pegawai ASN
vang melakukan pelanggaran disiplin

(6) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang
menghukum, maka  kewenangan  menjatuhkan
Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang
lebih tinggi.

Bagian Pertama
Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 28

(1) Pegawai ASN vang menduduki jabatan pimpinan tinggi
pratama dan jabatan administrasi yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin  dipanggil secara
tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan
pemeriksaan

(2] Pegawai ASN vang menduduki jabatan fungsional vang
diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil
secara tertulis oleh:

a, pejabat pengawas pada Perangkat Daerah, pejabat



pengawas pada unit pelaksana teknis Daerah,
kepala unit pelaksana teknis Daerah atau pejabat
fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai
subkoordinator untuk pejabat fungsional jenjang
pemula dan jenjang terampil;

b. pejabat administrator pada Perangkat Daerah,
kepala unit pelaksana teknis Daerah atau pejabat
fungsional yang dibeni tugas tambahan sebagai
koordinator untuk pejabat fungsional jenjang mahir,
jenjang terampil, jenjang ahli pertama, dan jenjang
ahli muda; dan

c. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat
administrator pada Perangkat Daerah untuk pejabat
fungsional jenjang ahli madya

(3) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan
tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Dalam hal pada tanggal yang ditentukan pada surat
panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir,
maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang
bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

(5) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (4] Pegawai ASN yang
bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang
berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman
Disiplin berdasarkan alat bukti dan keteranpan yang
ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 29

(1) Alasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu
pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin sebelum pegawai ASN dijatuhi Hukuman
Disiplin.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung
atau virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk
berita acara pemeriksaan.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan
Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan
langsung, maka atasan langsung tersebut wajib
menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan
penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan
pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib
melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil
pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 30

(1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan
dan pemeriksaan terhadap pegawai ASN yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan
hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang



menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.

(2) Pejabat vang berwenang menghukum menjatuhkan
Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan

Pasal 31

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan
dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3]
dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan
dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (4)
dilakukan pemeriksaan oleh dibentuk tim pemeriksa.

(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur
pengawasan, dan unsur kepegawaian.

(4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] dapat melibatkan pejabat lain
vang ditunjuk.

(5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Dalam hal atasan langsung pegawai ASN yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin  terlibat dalam
pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim
pemeriksa adalah atasan yvang lebih tinggi secara
berjenjang.

Pasal 32

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau pejabat yang
berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari
pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran
Disiplin.

Pasal 33

(1) Untuk kelancaran pemeriksaan, pegawai ASN yang
diduga melakukan  pelanggaran  disiplin  dan
kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat,
dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh
atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa

(2] Pembebasan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai
dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.

(3) Selama pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya,
diangkat pejabat pelaksana harian.

(4) Pegawai ASN wyang dibebaskan sementara dari tugas
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.




(5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara
dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih
tinggi.

Pasal 34

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (2) harus ditandatangani oleh
pejabat yang memeriksa dan Pegawai ASN yang

diperiksa
(2) Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara
pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar
untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin

(3) Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapat foto kopi
berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Bagian Keempat
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 35

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 avat (4), pejabat yang berwenang
menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin

(2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran
Disiplin vang dilakukan oleh Pegawai ASN yang
bersangkutan.

Pasal 36

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang
mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai
bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau
melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman
Disiplin terhadap pegawai ASN yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin.

Pasal 37

(1) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan
ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin,
terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman
Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan
pelanggaran vang dilakukan.

(2] Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin
kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang
sifatnya sama, kepadanva dijaluhi jenis Hukuman
Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin
terakhir vang pernah dijatuhkan kepadanya

(3) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2
(dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran
Disiplin.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum
berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan/atau sedang
dijalani oleh Pegawai ASN dinyatakan tetap berlaku

(2) Keberatan yang sedang diajukan kepada atasan pejabat
yvang berwenang menghukum sebelum berlakunya
Peraturan Wali Kota ini diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum
berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum
dilakukan pemeriksaan, diselesaikan dengan ketentuan
sebelum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini

(4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan
sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, hasil
pemeriksaan dinyatakan tetap berlaku dan proses
selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal 43

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, hari
kerja dan jam kerja yang telah ditetapkan dan/atau
disetujui, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku,
Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penegakan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
MNegeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita
Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 36} dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan

memerintahkan
Wali Kota

ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari,
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LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : Ub TAHUN 2023
TANGGAL : 24 - \| — 20232
TENTANG :

CONTOH FORMAT PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1, Contoh Format Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN 1/11/11T%)

1. Bersama Ini Diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama A S A R SR e AR R N SR AU b A WP B A A A Y e
Nip Y ShAares T e e N s S NS
Pangkat e RO g oo DL DR
Jabatan S e b s T RSN MRS Y R s
Unit kerja S oA R B A s 4 A S R SN A R S A
Untuk menghadap kepada

Nama e s e e E T A me T AR R B TR
Pangkat D g R AR PR o e 1 e R e
Jabatan X MO ———— . e T
Pada e R e e o e e
Hari L OO S e . ) AW
Tanggal R R PP LIy s B
jam - S ey R el P P oA Ba ke
Tempat NN A A W B S A N B e A S M B A s 5

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan
pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan

Atasan Lansung/ketuan tim

pemeriksa®)
Nama ...
Nip

Tembusan Yth :

1

7 S R

*Jcoret yang tidak perlu
** Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan



2. Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan

WALIKOTA KENDARI
RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

1. Diperintahkan kepada :

Nama e e e YRR e KA ek e
NIP X p. =] "= e 1
Pangkat SR e S e LA S
Jabatan LT DT L L e B
Unit Kerja e e o ey s
Untuk melakukan pemenksa.an terhadap

Nama e e A W R w aadaa as S ks
NIP e 5 R B R KBRS B S A S SRR DR
Jabatan o R R AR AT A P e
Unit Kerja L= SR S« S L & -
Pada

Hari o R O | WO
Tanggal T s g e e R A e e A i
Jam A e A A S AN BRI AR kR
Tempat = 0 Nihiiiiieseacveraseivensensieskdliit s bl
Karena yang bersangkutan diduga melanggar

Pt L8 ¢ T e S ot o R A e e e e e e S i e P A
........ )

-----------------------------------

Nama....cc.cooens
NIP. e
Tembusan Yth:
- L .
e e e e

*) coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS vang
bersangkutan



3. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Padea Far dnloin saiinnesiva tangegal ... ... Bulan ... Tabun .. saya/Tim
Pemeriksa’):
1. Nama T S Uy e A s N e S e e S e
Nip I s e A AT WS N 3 N RS 8 A AR L R e AN PRI LT HRAS
Pangkat - SIS RTINSy i SN SISy et
Jabatan o O R e A R S e g i
2. Nama  SP IO, . 0 IS Ee—— R | L
Nip NS T oo Pl NP O ARy (gl
Pangkat B A e ey s R S AR R A R SV e bbb A
Jabatan N A S s et e e
3. Dst.
Berdasarkan Wewenang Yang Ada Pada Saya/Surat
Pt s telah melakukan pemeriksaan terhadap :
Nama e L g e e L A e S e S PN
D | e e e NN s A AR RS
PABIEAL. = esieersrsersrenirersnnsvrarasmarssnvesbeds sBANE L RAV N AP ATANT SERIAS
JEBRIRNT  Gisenicbaieeis i s e v e B A
Unit Kerja L W S S ———
Karena Yang Bersangkutan Diduga Telah Melakukan Pelanggaran Terhadap
Ketentuan Pasal......angka..huruf.. ...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021
L, PEMGHVOREL 5 eieiiaysisiiniasinonsos ah s e 4 oih s deu e Vs b UM R SR i e adaa s T
Jawaban e ey e A B R A S A A e e
2. POIIRTIVRRN 5. ioreieinmmssminrassinsiansssansessnssennmraditnrhoiiess s exnbbeldsntaiusneinnsvbnas
SRWEDETT e e O AR e e R o SR e A SR
3. Dat.......

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Ini Dibuat Untuk Dapat Digunakan
sebagaimana Mestinya.
|k y 10 - 5 o DA e SR O R i

Yang Di Periksa : Pejabat Pemeriksa Tim Pemeriksa*):
Nama : 1. Nama ;
Nip . NIP
Tanda Tangan  : Tanda Tangan
2. Nama
NIF :
Tanda Tangan :
B

4]

*) Coret vang tidak perlu.



4. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
pada hari ... tanggal ...bulan ...tahun ... .., saya/tim pemeriksa®) telah
melakukan pemeriksaan terhadap

Nama R Rt S P ORB R

Nip o Emeve ARt e D e r s A i SRR

Pangkat L S b VR R S A s

Jabatan J e A L

[V 51k 185 | e T e

berdasarkan hasil pemeriksaan, ternvata kewenangan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan ....*¥|.
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan berita acara pemeriksaan
terhadap PNS wang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang melaporkan (atasan lansung)

NAMA ...

NIP
TEMBUSAN, YTH

2. dan seterusnya;

*) Coret yang tidak perlu
**) lsilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum



LAMPIRAN 11

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

RAHASIA

Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap
AT il e AR T A S atas dugaan pelanggaran
disiplin terhadap Pasal....... angka...... huruf.....vang ancaman
hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu

menetapkan keputusan.................. *] tentang Pembebasan
Sementara dari Tugas Jabatannya kepada
= L LR e Pangkat/Golongan................... :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Kendarti;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN......*) TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI
TUGAS JABATN KEPADA Sdr...... NIP...... PANGKAT/
GOLONGAN RUANG

Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :
Nama

NIP :

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

Terhitung mulai tanggal...... sampal ditetapkannya keputusan
hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal....... angka......huruf.......Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021



KEDUA . Selama menjalani pembebasan sementara dari fugas
jabatannva sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU,

Repada  Sde....com i tersebut tetap diberikan hak-hak
kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplagn di, . iiiiiniiieisiiiaa
Pada tanggal......................

Tembusan Yth !
1
2.

---------------------

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



LAMPIRAN IV

A. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

RAHASIA

KEPUTUSAN ............. i
NOMOR...

TENTANG

Hasil Pemeriksaan Tangeal ... ..o o s s

(11

. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr ....

telah melakukan perbuatan

bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal... angka ..huruf...
...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

-----------------------------------------------------------------------------

. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dn huruf d
perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin teguran lisan;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [l Kendar;

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;
. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6

Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN
Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan
Kepada:

MNama RO . NN M. Lt ete sty i



Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal...............telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal...
angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021.
KEDUA :  Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan
Ditetapkan di..
Pada tanggal ...
................................. "
NAMA
NIP.......

Tembusan Yth:

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



B. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

Membaca

Menimbang

Meningat

Menetapkan
KESATU

111111111

RAHASIA

KEPUTUSAN .............7)
NOMOR...

TENTANG

Hesil Pemeriksaan TANEEAL .....cliiniasilsnaaiaasi

1

bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr ....
telah melakukan perbuatan

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran

terhadap ketentuan pasal.. . angka . huruf...
...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

.............................................................................

. bahwa untuk menegakkan  disiplin, perlu

menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dn huruf
d perlu menetapkan keputusan............. *) tentang
penjatuhan hukuman disiplin teguran Tertulis

Kepada Sdr............. 'y § Bt Pangkat/Golongan
Ruang........ <.

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Kendari;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara;

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis
kepada:

Nama e T J e ——



karena vang bersangkutan pada tanggal................ telah

melakukan perbuatan vang melanggar ketentuan pasal...
angka.....huruf..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021.
KEDUA . Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

i
NAMA ..
Tembusan Yth:
2

*] Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



C. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas
secara tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN ............. "
NOMOR...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA
TERTULIS KEPADA Sdr......NIP......... PANGKAT/GOLONGAN RUANG..........

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

Hasidl Pemeriksaan Tanginl .. . .corommmmsirspmnmsin srsprsnmes

1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr ...,

telah melakukan perbuatan
DT i nisniaE s

2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka .huruf....

...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

4, bahwa untuk menegakkan  disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin vang dilakukannya;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dn huruf d

periu menetapkan keputusan............. " tentang
penjatuhan hukuman disiplin Pernyataan Tidak Puas
Secara Tertulis Kepada
e b IR . | - MEPERER Pangkat/Golongan
Huang.............. -

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Kendari;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN

Menjatuhkan Hukuman Disgiplin Berupa Pernyataan Tidak
Puas Secara Tertulis Kepada:



..................................................
..................................................
....................................................

..................................................

karena yang bersangkutan pada tanggal................ telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal...

angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021,

KEDUA :  Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

................................. #)
NAMA ..
NIP.......
Tembusan Yth:
- T A
2z

*| Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



D. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji
Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN ......cccuv.. "]
NOMOR...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA
SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr...... 12 S PANGKAT,/GOLONGAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

Hagzil Pemeriksaan Tanggal ..........cciitinniiinannaiis

1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr ....

telah melakukan perbuatan
DETRPIR. . oo rs s ensrsismmsisbrairersnnd

2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka . huruf....

...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

4. bahwa  untuk menegakkan  disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin vang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dn huruf
d perlu menetapkan keputusan............. *] tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan
Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada
Sdr............. NIP.......ouvees Pangkat/Golongan

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1l Kendari;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah:

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6

Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan
Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada:



1 16 Sl S e S
PRTSIERE: i R L R
ABRERIY. L irrrn bt S L A R A A
IREIEEIRT  icninaninsiniairsivis SR saviss
karena yang bersangkutan pada tanggal............... telah
melakukan perbuatan vang melanggar ketentuan pasal...
angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021
KEDUA Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan®)
Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai
berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal
PNS yvang bersangkutan menerima keputusan ini**)
Ditetapkan di..
Pada tanggal ...
................................ *)
NAMA ..
NP
Diterima tanggal.......cooovivrmrnnrenss
i 0, VR
NP i e

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Walikota



E. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan
Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT

SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr......NIP......... PANGKAT/GOLONGAN
RUANG..........

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Membaca : Hasil Pemeriksaan Tanggal ........coociiiiiiiiiiiiinioiiniien.
Menimbang : 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr ....
telah melakukan perbuatan
T A R A e
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf....

...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin vang dilakukannya;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dn huruf
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat
Selama | (satu) Tahun;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Kendari;
2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemenntah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawsi Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU . Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan

Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada:
Nama L e e e b e a D ket



karena yang bersangkutan pada tanggal............... telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal...
angka.....huruf,.. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021.

KEDUA . Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan®)
Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai
berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal
PNS yvang bersangkutan menerima keputusan ini*¥

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Walikota



F. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih

Rendah Selama 1 (satu) Tahun
RAHASIA

KEPUTUSAN ............. *
NOMOR...

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGEAT SETINGKAT
LEBIII RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA
Sdr......NIP.........PANGKAT /GOLONGAN RUANG..........

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Membaca : Hasil Pemeriksaan Tanggal ........ccccvimvieiiimniiniionns o
Menimbang : 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr ....
telah melakukan perbuatan
T P Y S e e
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
' terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf...

4. bahwa untuk menegakkan  disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin vang dilakukannya;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dn huruf

| d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat
LebihRendah Selama 1 (satu) Tahun;

‘ ...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
.'
|

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor ©6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Kendari;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan
KESATU :  Kenaikan Pangkat Selama 1 [satu) Tahun Kepada:




‘
Nama R A S RS SRR e

NIP D b keSS AR SR B e s AR AR R

Pangkat T S L P e S T

Jabatan ZOMEE N———— .l WL

Unit Kerja e e SR RSN RV b S A RS Vs R s ey

karena yang bersangkutan pada tanggal............... telah

melakukan perbuatan yvang melanggar ketentuan pasal...
angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021.

Terhitung mulai Tanggal 1 bulan........ tahun.......pangkat
KEDUA :  8dr. ... diturunkan dari pangkat ..........golongan

59100t RN menjadi pangkat..........golongan ruang........

dan terhitung mulai tanggal 1

bulan......... <45 {1FL ¢ UMM pangkatnya dikembalikan pada

pangkat semula

Terhitung mulai tanggal 1 bulan ....... tahun ......sebagai
KETIGA : akibat dari penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr.

crvennas GECETURREN DAt BB, oo vivosnen dessenvesrins ) menjadi Rp.

........ dan terhitung mulai tanggal 1 bulan

ceeee.tabun........ gaji pokoknya dikembalikan pada gaji

pokok semula.

Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan®|
KEEMPAT : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai

berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal

PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini**)

Ditetapkan di..

Pada tanggal ...
________________________________ il
NAMA
M.

Diterima tanggal. ..o

EARIA -

MIP. . crerssanssmssrnrrsmasss

Tembusan Yth:

B ivaudsanrarapas e ias

2

* Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**} Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Walikola



G. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN ............. "
NOMOR...

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT
LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA Edr. ....... NIP.
...... PANGKAT /GOLONGAN RUANG.........

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Membaca : Hasil Pemeniksaan Tanggal ......cociimsiaiiuninisi st
Menimbang : 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr ....
telah melakukan perbuatan
R R e s s s A T R e s 4
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka . huruf....

...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin vang dilakukannya;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf e, dn huruf
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Kendari;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN
Menetapkan : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan
KESATU :  Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun
Kepada:
Nama

NIP S s S SRR e SRS



Pangkat S A s AR s S e e SR R

Jabatan T R R e R ot S S

Unit Kerja e R A I e PSR R s R E e

karena yang bersangkutan pada tanggal.............telah
KEDUA :  melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal...

angka....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021.

Terhitung mulai Tanggal 1 bulan........ tahun....... pangkat
KETIGA . 8dr. ....diturunkan dari pangkat ..........golongan

-8y T R menjadi pangkal.......... golongan ruang........

dan terhitung mulai tanggal 1

buian.........talHun.......... pangkatnya dikembalikan pada

pangkat semula

Terhitung mulai tanggal 1 bulan ....... tahun ...... sebagai
KEEMPAT : akibat dari penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr.

........ diturunkan dari Rp. . A4 A ..) menjadi Rp.

........ dan terhltung muilai tanggal 1 bulan

........ tahun........gaji pokoknya dikembalikan pada gaji

pokok aemula.

Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan®)

KELIMA :  Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai
berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal
PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini**)

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

*} Tulislah nama jabatan dari pejabat vang berwenang menghukum
**| Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Walikota



J
k H. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka
1 Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

' RAHASIA

| KEPUTUSAN ............")
NOMOR...

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGEKA
PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH KEPADA Sdr.
....... NIP. ......PANGKAT/GOLONGAN RUANG.........

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Membaca : ‘Hasll Pemenikanan TANEER] oo savasssioim siisisismsis saes
Menimbang 1 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr ....
telah melakukan perbuatan
DU . i s v Cos e e
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap Kketentuan pasal.... angka ..huruf..

...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

B

. bahwa  untuk menegakkan  disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin vang dilakukannya;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

1 dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dn huruf

d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin Pemindahan Dalam Rangka

\ Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;

|

|

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat |l Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
‘ 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

| 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang

| Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

| 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

| MEMUTUSKAN

| Menetapkan ; Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan

' KESATU :  Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun
| Kepada:

| Nama N s | ———

NIP B e T S R K N S R




SHEBREATE . enerennsananisnesssssonesnessrssnspessansdios
LML REER 1 s i s s isn s e

KEDUA karena vang bersangkutan pada tanggal................ telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal...
angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021.

KETIGA Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih rendah ditetapkan
dengan Keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...
................................. ~
NAMA
NIP.......

Diterima tAang@al. .. .ccoviieisesissssioe

AN s,

I, § - R N

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



I. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan

RAHASIA

KEPUTUSBAN ............. *)
NOMOR...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN
KEPADA Sdr. .......NIP. ......PANGKAT/GOLONGAN RUANG.........

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr ....

telah melakukan perbuatan
BRI oG paseaissinie

2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka .. huruf..

...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021:

4, bahwa untuk  menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dn huruf
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin Pembebasan Dari Jabatan;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1l Kendari;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara;

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6

Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari
Jabatan Kepada:

Nama R S e b e
NIP ;
-4 SRS . AP b
angkat 5
Pang it b A R R RS S R R A R

Jabatan

Unit KEGA ¢ vovreroereeesereenns e



karena yang bersangkutan pada tanggal................ telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal...
angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021.

KEDUA :  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



J. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil

RAHASIA

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPADA Sdr. ...... NIP. ..... PANGKAT/GOLONGAN RUANG

Membaca

Menimbang

Meningat

Menetapkan
KESATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

----------------------------------------------------

Hesil Pemeriksanmn TAnEEAL ......ciieianaan s snsierisiarsis

1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr ....

telah melakukan perbuatan
BRI ..o comnsrrmyens btk s p BRI

2. bahwa perbuatan terscbut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf....

...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dn hurut
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai
Negeri Sipil;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Kendari;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara;

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6

Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai
Pegawai Negeri Sipil Kepada:



|1 | 2 VU S S o i LT

1505 e L o S L

SEDRERTDY | i R A

DRHEREEIL 3 .errmrsser sy s pemms s s vpne

karena yang bersangkutan pada tanggal................ telah
melakukan perbuatan vang melanggar ketentuan pasal...
angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021.

KEDUA Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum
KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

KETIGA Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan
ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai
tangeal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima
keputusan ini

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...
................................. *
NAMA ..
NIP-......

Diterima tanggal........cc.ccoeeniennnn.

NAMA . oo

NP et

Tembusan Yth:

! S ———

2

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



K. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

RAHASIA

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA Sdr. ...... NIP.

Membaca

Menimbang

Meningat

Menetapkan
KESATU

...... PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Hasil Pemeriksaan Tang@al .. ivainniimsinsiismassiiiisins

ha

i s W

1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr ....
telah melakukan perbuatan

2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran

terhadap Kketentuan pasal.... angka ..huruf..
...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

4. bahwa untuk menegakkan  disiplin, perlu

menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin vang dilakukannya;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dn huruf
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [l Kendari;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negen Sipil;

MEMUTUSKAN

Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Kepada:



Pangkat B L b SR e R o e e T AP

Jabatan s e DL WS (AL
Unit Kerja A A R ST PR SR R s bk R
karena yang hersangkutan pada tanggal................telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal...

angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021.
KEDUA . Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan

ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai
tanggal Pegawai Negeri Sipil vang bersangkutan menerima
keputusan ini

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

* Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



Lampiran V
SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

............................

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran saudara, untuk menghadap kepada :

Nama B e Ll i S e e

NIP S St ey e R SR

Pangkat R R AR R T R bV

Jabatan - RORRN TIN, - oame

Pada e AN

Hari S | W

Tanggal oo N

Jam o b S = e FE

Tempat s e e

Untuk menerima keputusan ................ Nomor ..o.caua tanggal

........................... tentang penjatuhan hukuman disiplin ..o,
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan

Tembusan Yth :

2.Pejabat yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
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